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  INTI SARI 
 
Pembangunan bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup semua lapisan 
masyarakat baik itu untuk lapisan masyarakat atas maupun lapisan masyarkat 
bawah. Pembangunan tidak dilakukan dalam satu bidang saja, tetapi dilakukan di 
semua bidang kehidupan baik itu yang menyentuh langsung sendi – sendi 
kehidupan masyarakat, maupun pembangunan yang secara tidak langsung agar 
dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat seperti yang dicita  
- citakan dalam pembukaan Undang – Undang Dasar 1945. 
Pembangunan bidang ekonomi di Indonesia yang diwujudkan melalui 
penanaman modal di jalankan oleh lembaga pemerintah non departemen yaitu 
Badan Koordinasi Penanaman Modal. Guna melaksanakan kegiatan penanaman 
modal yang ada di daerah maka dibentuk badan koordinasi penanaman modal 
daerah. Peran badan koordinasi penanaman modal daerah diharapkan dapat 
memperlancar kegiatan penanaman modal di daerah yang secara tidak langsung 
dapat meningkatkan pendapatan asli daerah di Provinsi Sumatera Barat.  
Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang dilakukan melalui studi 
kepustakaan serta wawancara langsung. Ditemukan peraturan yang antinomi yang 
menghambat investasi di Provinsi Sumatera Barat terkait tanah ulayat yang 
digunakan dalam kegiatan investasi. Maka kedepanya diperlukan kebijakan yang 
menjadi jalan keluar permasalahan tersebut. 



















The purpose of Development is to upgrade the living quality if all society, 
yet upper class and lower class society. The development is not only in one sector, 
but perform in all sector of living that directly effect the life of society and 
undirectly as well so it may increase the way of  living and welfare society like on 
the opening of Indonesia basic laws 1945 goals. 
Development on economic sector in Indonesia manifest by invesment that 
run by non departement institution goverment institution called as investment 
coordinating board. In order to improve the invesment in wide area so investment 
coordinating board area was formed. The role of investment coordinating board 
area is expect to ease the invesment activity in province so undirectly may 
increase the original income area in Province of West Sumatera.  
This research is using normatif method through library study and direct 
interview. It found an antonomi rules that immobilize investment in Province of 
West Sumatera due to the land of local society custom on investment activity. 
Wish in future there will be policy that may become the way out of the using land 
of local society custom problem. 
Keyword : Role, Invesment coordinating board, Original income area. 
 
 
